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Jalan Irian Nomor 1 erui I ode Pos 98211 Papua 
1elepon(0983)31001,32 01,31011 Fax.(0983)32712 

1. N ornor 12 T hun 1969 ten tang 
Pr pin i Iri n Barat dan 

p t n t nom di Propinsi Irian 
r n N gar Republik Indonesia 
Norn r 47, Tambahan Lembaran 

publik Indon sia Nornor 2907) ; 

2. Undang-und ng Nomor 21 Tahun 2001 ten tang 
Otonomi Khusus b gi Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
135, T mb h n Lembaran Negara Republik 
I ndon ia N omor 4151), se bagaimana telah 
diubah d ngan Und g-udang Nomor 35 Tahun 
2008 (L mbaran N gar Republik Indon sia 
T hun 2008 N m r 112, Tambahan L mbaran 
N gar Republik Indon ia Nomor 4884) 

Menginga 

d. bahwa berdas rkan pertirnbangan sebagaimana 
dirnak ud d lam huruf huruf b dan huruf c 
p rl m rob ntuk Per turan Da rah tentang 
p j k 

c. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang 
undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Darah, Pajak Daerah 
ditetapkan d ngan Peraturan Daerah · 

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b 
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak 
Restoran merupakan salah satu jenis Pajak 
Kabupaten; 

emrnbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan 
pembangunan dan pelayanan umum di 
Kabupaten Kepulauan Ya pen, perlu 
mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui 
pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

BUPATI KEPULAUAN YAPEN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PAJAK RESTORAN 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN 
NOMOR 3 TAHUN 2012 

NYAPE B 
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m rintahan erah (Lembaran Negara Republik 
Indone ia T un 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), s bagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
P ru ahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 
1 ahun 2004 t ntang Pemerintahan Daerah 
(L mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 5 , Tarnbahan Lembaran Negara 
R publik Indonesia Nomor 4844) ; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Da rah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

gara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan P raturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

enyelenggaraan Pemerin tahan Daerah ( 
Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 
tentang Perubahan Nama Kabupaten Yap n 
Waropcn m njadi Kabupaten Kepulauan Yapen 

rovin i Papua (Lembaran N gara Republik 
Indon sia Tahun 2008 Nomor 80 Tambahan 
L mbaran N gara R publik Indonesia Nomor 
4857); 

8. P ra uran P m rintah Nomor 19 Tahun 2010 
ntang T a C a P laksanaan Tugas dan 

W w nang s rta I dudukan K uangan Gubernur 
bagai Wakil P m rin ah di wilayah Provinsi ( 

L mbaran N Tahun 2 10 Nomor 25, 
Tambahan L mbaran N gara R publik Indonesia 
Nomor 5107), b aimana telah diubah dengan 
P ra uran P m rintah Nomor 23 Tahun 2011 
ten tang Peru bahan Pera tu ran Pemerin tab N omor 
19 Tahun 2010 ntang Tata Cara Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Gub rnur s bagai Wakil Pemerintah di wilayah 
Provinsi ( Lembaran N gara Tahun 2011 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indone ia Nomor 520 
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dalah orang priba i atau badan yang 
ndiri atau 

dari 

p a Din s 1 P nd pats , 
A et Da rah Kabupaten K pul uan 

d ah 7. 
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IJ ngon nama Pajak R t rem dipungut pajak atas p layanan 
r toran, t rma k j s bo /lrnt ring, 

BAB II 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

:t"ws 2 

'/.I. l 1 l l . ~r ~ ~ d.lJ. .}" 1g ~t.l· ljtltl1j' su rngxat ::,~~U, 
ad ul ti p mbayaran atau penye oran pajak yang telah 
dilal ukan d ngan menggunakan formlir atau telah dilakukan 
den an cara lain ke kas da rah yang ditetapkan oleh Bupati. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
di ingkat KPDKB adalah surat ketetapan paiak yang 
m n ntukan b amya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 
jumlah kekurangan p mba aran pokok pajak, besarnya sanksi 
Reim mi. rratif, chm jurnlah pajak yang rnasih harus dibayar. 

23. urat e apan Pajak a rah Kurang Bayar Tambahan yang 
elanjutn a di ingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak 

g m n n uk t ah atas jumlah pajak yang telah 
die apkan. 

24. ura eta an Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disin ka KPDLB adalah surat kctetapan pajak yang 
men n ukan jumlah k lebihan pembayaran pajak karena jumlah 
kredi pajak lebih be ar dari pada pajak yang terutang atau 

haru n a tidak teru ang. 
25. ura e etapan Pajak Da rah Nihil, yang selanjutnya disingkat 

KPD adalah urat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
pokok pajak ama be arnya d ngan jumlah kredit pajak atau 
pajak idak eru ang dan tidak ada kredit pajak. 

26. urat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD 
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 
adrmni ratif berupa bunga dan/ atau denda. 

2 . ura K pu u an Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, urat 
Ke e apan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPBKBT, SKPDLB, atau 
erhadap pemotongan atau p mungutan oleh pihak ketiga yang 

d ajukan oleh Wajib Pajak. 
2 . Pu u an Banding adalah putu an badan peradilan pajak atas 

banding erhadap Surat Kepu tusan K b ratan ang diajukan ol h 
ajib P ~ k. 

2 . Pembukuan adalah sua u pro s pencatatan yan dilakukan 
untuk m ngumpulkan data dan informasi 

m Iiputi harta, kew jiban, modal p nghasilan 
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Pajak yang rut g dipungut di wila ah Da rah 

BAB IV 
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK 

Pasal 8 

Besaran okok Pu yang t rut g dihitung engan cara mengalikan 
tarif ebagairnana dimak ud dalam Pa 6 dengan dasar pengenaan 
Pajak b gaimana dimak ud dalam P sal 5. 

P sal 7 

b ar 10% (s puluh p r en}. arnya t if jak d1 

Pasal 6 

Da ar p ng naan Pajak adal jum1ah p mba aran yang ctiterima 
atau yang harusnya diterima r toran. 

BAB III 
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

Pasal 5 

(3) Wajib Pajak ebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWPD. 

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
mengu ahakan R toran. 

(1) ubjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli 
makanan dan/a au minuman dari restoran. 

Pasal 4 

(3) Tidak t rma uk Objek Pajak s bagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) adalah p layanan yan disediakan oleh restoran yang nilai 
p njualannya idak melebihi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah) tiap bulan. 

(2) P l y an ang disediakan restoran sebagaimana dimaksud 
pada a a (1) m liputi p layanan p njualan makanan dan/atau 
min uman dikonsum i oleh pem b li baik di.konsumsi 
dit mpat pelayanan maupun di t mpat lain. 

(1) Oby k Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Pasal 3 
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a. KPDKB dalam hal: 
1. jika berdasarkan basil pemeriksaan atau keterangan lain, 

pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. 
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam 

jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis 
tidak disarnpaikan pada waktunya ebagaimana 
ditentukan dalam surat eguran. 

3. jika kewajiban mengi 1 SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang 
terutang dihitung secarajabatan. 

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya 
pajak, Bupati dapat rnenerbitkan: 

Pasal 13 

Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak 
teru tangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pa al 11 ayat (1). 

BAB VI 
PENETAPAN PAJAK 

Pasal 12 

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan 
Peraturan Bu pati. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan 
kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah 
berakhirnya masa pajak. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan 
jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak 
atau kuasanya. 

(1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD. 

Pasal 11 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat transaksi 
pembayaran dilakukan. 

Pasal 10 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan 
kalender. 

Pasal 9 

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT 
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

BAB V 
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(l) 

p 1 

kan ( J 

P 17 

bunza 

PAJAK T T 

p ngi ian SSPD, ditetapkan 

dimak ud pada ayat (1) 
PD. 

(1 

( ) 

ih lanjul m ng nai tata ' a p mb yaran, 
an ang uran, dan p nundaan 

P raturan Bupati. 

( ) 
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Pasal 19 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati 

atau pejabat yang ditunjuk atas suatu : 
a SKPDKB; 
b. SKPDKBT; 
c. SK.POLE; 
d. SK.PON; 
e. Pemotongan atau pemungu tan oleh Pihak ketiga berdasarkan 

p raturan perundang- undangan p rp jakan daerah. 

2) K b ratan diajukan s cara tertuli dalam bahasa Indonesia 
d ngan di yangj 1 . 

(3) dalam jan k waktu paling lama 3 
ur , tan al p motongan atau 

Iman dim ud pada ayat ( 1), kecuali jika 
Wajib Pajak <lap m nunjukkan bahwa jan ka waktu itu tidak 
dapat dip nuhi kar n k d di luar k kua aannya, 

(4) Keberatan dapat diajukan ap bil Wajib Pajak telah membayar 
paling dikit jurnlah y gt lab dis tujui Wajib Pajak. 

(5) Keberatan yang tidak m m nuhi persyaratan seb~ana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ~dak 
diangg p s b gai Surat K b ratan sehingga tidak 
dip rtimbangkan. 

BABX 
KEBERATAN DAN BANDING 

B gian Kes tu 
Keberatan 

(3) K tentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau 
penghapusan sanksi adrninistratif dan pengurangan atau 
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Bupat 

(2) u . d p t: 
. M ngurangkan atau menghapuskan sanksi administratif 

b rupa bunga, d nda, dan kenaikan pajak yang terutang 
m nurut peraturan perundang-undangan perpajakan 
da rah, dalam hal anksi t rs but dikenakan karena 
k khilafan W ajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

b. M ngurangkan at u membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau 
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; 

c. M ngurangkan atau m mbatalkan STPD; 
d. Membatalkan hasil pem riksaan atau ketetapan pajak yang 

dilaksanakan at u dit rbitkan tidak s suai dengan tata cara 
an dit ntukan; dan 

e. Mengurangkan k t tapan pajak terutang berdasarkan 
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau 
kondi i t rtentu obj k pajak. 
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(1) Hak un uk m lakukan p nagihan p jak kedaluwarsa setelah 
m lampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 
terutangny pajak, k cuali p bila wajib pajak melakukan 
tindak pidana dibldang p rpajakan da rah. 

(2) Kadaluwarsa p nagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) tertangguh apabila : 
a. diterbitkan surat teguran dan urat paksa atau; 
b. adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik lang ung 

maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal dit rbitkan Surat T guran dan urat ak a 
s bagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwar 
p nagihan dihitung jak tanggal p nyampaian urat Paksa 

r but. 

B XII 
KEDALUWARSA PENAGIHAN 

P 24 

(7) Tata cara penegembalian k 1 bihan pembayaran Pajak 
bagaimana dimak ud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan 
etelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan 
p mbayaran kelebihan pembayaran pajak. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam jangka waktu paling 
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaima dimaksud pada ayat (2) telah 
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, 
permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggab 
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 
paling lama 1 {satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang 
pajak tersebut. 

(1) Ata kelebihan p mbayaran Pajak, Wajib Pajak dapat 
m n ajukan p rmohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, 
sejak dit rimanya permohonan pengembalian kelebihan 
p mbayaran Pajak pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 

P al 23 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

BAB XI 
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(1) Bupati b rwenang m lakukan pemerik aan untuk menguji 
k patuhan pem nuhan k wajiban p rpajakan daerah dalam 
rangka m lak anakan p raturan perundang-undangan 
perpajakan daerah; 

(2) Wajib Pajak yang diperik aw jib : 
a. memperlihatkan dan/ a au meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasamya dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna 
kelancaran pemeriksanaan; dan/ atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 27 

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit 
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) per tahun wajib 
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata 
cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XIII 
/ PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

Pasal 26 

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluarsa 
diatur dengan Peraturan Bu pati. 

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak 
K.a.bupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana diroaksud 
pada ayat (1). 

Pasal 25 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan 
permohonan k beratan ol h Wajib Pajak. 

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 
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(5) Untuk kep ntingan pem rik a.an di pengadilan dalam perkara 
pidana atau perdata, atas p rmintaan Hakim sesuai dengan 
Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat 
memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), untuk memberikan dan memperlihatkan alat bukti tertulis 
dengan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. 

(6) P rrnintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus 
m nyebutkan nama t r angka atau nama t rgugat, k t rangan 
yang diminta, erta kaitan antara perkara pi~~a atau perdata 
yang b rsangk tan d ngan k t r gan yang diminta. 

(4) Untuk k p n ingan da rah, upati berwenang memberi izin 
t rtulis kepada p j bat bagaiman dimaksud pada ayat (1) dan 
t naga ahli bagaimana dimaksud pada ayat (2), agar 
m mb rikan k rangan, m mp rlihatkan bukti dari atau 
tentang Wajib Pajak k p da pihak yang ditunjuk. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dan ayat (2) adalah: 
a Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau 

saksi ahli dalam sidang pengadilan; 
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati 

untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga 
negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan 
p meriksaan dalam bidang P jak Daerah. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) berlaku juga 
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk 
membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan perundang 
undangan. 

( 1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain 
segala sesuatu yang di.ketahui atau diberitahukan kepadanya 
oleh Wajib Pajak dalam rangkajabatan atau pekerjaannya untuk 
menjalankan ketentuan perundang-undangan. 

BAB XV 
KETENTUAN KHUSUS 

Pa al 29 

2) Pemberian in entif s bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilaksanakan suai dengan peraturan perundang 
undangan. 

1) ~nstan~i yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi 
msentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

BABXIV 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pa al 28 
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( ) 

k. 

dan 

pidana 

f. 

~ .. , ... ~ .. dan bahan buktl dari orang pribad.i atau 
d n an tindak pidana dibidang 

m n um pulkan dan meneliti keterangan 
n d ngan tindak pidana di bidang 
r k ran an atau laporan tersebut 

la · 
m ngumpulkan keterangan mengenai 

,,....,..~"11,......., t ntang keb naran pcrbuatan yang 
d ngan indak pidana perpajakan 

irnak ud pada ayat ( 1) adalah ( ) 

( ) 

( 1) 
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a t (1) 
Pa al 34 

D nda b gaiman dimaksud dalam P al 31 d 
,dan ay t (2) m rupakan Pen rimaan N gara. 

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang karena 
kealpaannya tidak mem nuhi kewajiban merahasiakan hal 
ebagaiamana dimaksud dalam pa al 27 ayat (1) dan ayat (2) 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
dan pidana d nda paling banyak p 4.000.000,00 (empat juta 
rupiah). 

(2) Pejabat tau t naga ahli y g ditunjuk ol h Bupati yang dengan 
ngaja tidak m m nuhi k w ~ibannya atau seseorang yang 

m ny b bkan tidak dip nuhiny k w jiban Pejabat s bagaimana 
dimak ud d am 27 y t (1) dan y t (2) dipidana dengan 
pid a kurung p ing 1 2 (du ) tahun dan pidana denda 
paling banyak p 10.000.000,00 ( puluh juta rupiah). 

(3) Penun u an rh d p tin ... pidan ebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan y t (2) hanya dilakukan atas pengaduan 
orang yang k rah siaanya dilanggar. 

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat 
(2) s suai dengan sifatnya adalah menyangkut k p ntingan 
pribadi s seorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu 
dijadikan tindak pidana pengaduan. 

Pasal 33 

Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah 
melampaui jangka waktu 5 (lima ) tahun sejak saat terutangnya 
pajak atau berakhimya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun 
pajak atau berakhimya tahun pajak yang bersangkutan. 

Pasal 32 

(2) Wajib pajak yang dengan ngaja tidak menyampaikan SPTPD 
a au mengi i d ngan tidak benar atau tidak lengkap atau 
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan 
k uangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) 
kalijumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan 
SPTPD at u m ngi i dengan tidak benar atau tidak lengkap atau 
melarnpirkan k t rangan yang tidak benar sehingga merugikan 
keuangan d rah dapat dipidana dengan pidana kurungan 
paling lam 1 ( atu) tah n d atau pidana denda paling banyak 
2 (du ) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang 
diba ar. 

I BAB XVII 
KETENTUAN PIDAN 

Pasal 31 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2012 
NOMOR 3 

Plh. H 
KABUP TE KEPULAUAN YAPEN 

ASIS EN EME~AHAN, 

~ 
HENGKI WORUMI 

Diundangkan di S E R U I 
pada tanggal 6 Februari 2012 

YAN PIETER AYORBABA 

~l--_ ---- 
' Pj. BUPATI LAUANYAPEN, 

Ditetapkan di SERUI 
pada tangg Februari 2012 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Da rah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 37 

Pada aat berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak 
Restoran dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 36 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

BAB XVIII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 35 
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Cukup j las 

Cukup Jelas 

Pa al 4 

Cukup Jelas 

Pasal 3 

Pasal 2 

Cukup J las 

Pasal 1 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pajak Restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli 
Daerah yang potensial, sehingga perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah 

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya 
penyesuaian/ penyempurnaan kembali terhadap pengaturan 

ma eri Pajak Restoran sesuai dengan perkembangan keadaan 

saat ini dengan tujuan agar penyelenggaraan Restoran tersebut 
dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan 
Daerah serta sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

Bahwa ketentuan tentang Pajak Restoran di Kabupaten 
Kepulauan Yapen diatur dalam Peraturan Kabupaten Kepulauan 
Yapen Nomor 6 Tahun 2009, kewenangan pengaturannya masih 
didasarkan kepada Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah. dan Retribusi Daerah. 

I. UMU 

TENT ANG 

PAJAK RESTORAN 

ENJELA AN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN 

NOMOR 3 TAHUN 2012 
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Cukup j la 

Pas al 17 

Cukupjelas 

Pa al 18 

Cukupjel 

Pas 1 

Cukupjel 

Pasal 1 

Cukupj las 

Pasal 8 

Cukupjelas 

Pasal 9 

Cukupjelas 

Pasal 10 

Cukupjelas 

Pasal 11 

Cukupjelas 

Pasal 12 

Cukupjelas 

Pasal 13 

Cukupjelas 

Pa al 14 

Cukupjel 

Pa al 15 

C kup j 1 

Pasal 5 

Cukup Jelas 

Pasal 6 

Cukup Jelas 

Pa al 7 
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C'ulcup j 1 

Pas 31 

Cukupj la 

Pasal 32 

Cukupjelas 

Pas al 33 

Cukupjelas 

Pas al 34 
Cukupj las 

Pas al 35 

Cukupj 1 s 

Pasal 23 

Cukupjelas 

Pasal 24 

Cukupjelas 

Pasal 25 

Cukup jelas 

Pasal 26 

Cukup jelas 

Pasal 27 

Cukup jelas 

Pa al 28 

Cukup jelas 

Pasal 29 

Cukup jelas 

Pasal 30 

Cukupjelas 

Pasal 22 

Cukupjelas 

Pasal 20 

Cukupjelas 

Pasal 21 
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